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ABSTRACT

Public Satisfaction Index (IKM) is data and information about the level of community satisfaction obtained from quantitative and qualitative measurement of public opinion in obtaining service from apparatus of public service provider by comparing between expectation and requirement. The existence of low satisfaction or still considered negative, the agency should make efforts that can maximize the performance of employees in order to achieve the purpose of the agency. The performance of government agencies is a description of the level of achievement of the goals or objectives of government agencies. This study aims to analyze the effect of community satisfaction index from the perception of society on the service system on the performance of employees of General SETDA of Jepara Regency. The sample of this study amounted to 99 people who submitted proposal assistance in Pemkab Jepara. Methods of data collection were conducted using questionnaires. 

This research is done by quantitative method with multiple linear regression analysis. Public satisfaction index in the form of public perception is the most influential variable on employee performance. So if the perception of the community in asking for help to the Regent goes well, then it could mean the performance of the employees also increased.

The result of t test also shows that there is a positive and significant influence between public perception, service officer, operational system and procedures and facilities and infrastructure on the performance of employees in General Section of Sekretariat Daerah Regency of Jepara. 

Keywords: index of community satisfaction and performance.
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Badan Publik perlu menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Selain itu, PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah mewajibkan K/L menyelenggarakan Survei IKM Terhadap Unit Pelayanan Informasi Publik. Data Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Terdapat 14 unsur minimal yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang disebut sebagai unsur kepuasan masyarakat, yaitu: (1) Prosedur Pelayanan; (2) Pesyaratan Pelayanan; (3) Kejelasan Petugas Pelayanan; (4) Kedisiplinan Petugas Pelayanan; (5) Tanggung Jawab Petugas Pelayanan; (6) Kemampuan Petugas Pelayanan; (7) Kecepatan Pelayanan; (8)Keadilan Mendapatkan Pelayanan; (9) Kesopanan dan Keramahan Petugas; (10) Kewajaran Biaya Pelayanan; (11) Kepastian Biaya Pelayanan; (12) Kepastian Jadwal Pelayanan; (13) Kenyamanan Lingkungan Pelayanan; (14) Keamanan Pelayanan. Berdasarkan Peraturan menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ada empat variabel yang menjadi penilai indeks kepuasan masyarakat yaitu: (1) pelayanan petugas, (2) sistem dan prosedur, (3) sarana dan prasarana serta (4) persepsi masyarakat terhadap sistem layanan. 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pemerintah perlu memonitoring kinerja dari instansi-instansi yang secara langsung melayani masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keluhan masyarakat secara nasional telah ditampung dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara sehingga kinerja PNS akan semakin baik.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS. Kinerja pegawai sangat diperhatikan oleh Pemerintah agar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi instansi pemerintah lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS. PP ini merupakan penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum. Penilaian prestasi kerja sangat penting bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dengan di berlakukanya penilaian kinerja pegawai di bagian umum SETDA Kabupaten Jepara, maka pegawai akan lebih termotivasi dalam melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diterimanya. Selain itu pegawai dituntut untuk bekerja tepat waktu dalam menyelesaikan segala tugas yang diberikan beserta pembuatan laporan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 

Penelitian Skivo Somba (2013), juga menyatakan persepsi masyarakat terhadap kinerja lurah masih ada yang kurang baik, karena ditemukan responden yang pernah mengalami kesulitan saat berurusan dengan pegawai kantor Kelurahan Aertembaga yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya keterampilan dari pegawai kantor Kelurahan Aertembaga. Pada penelitian Uswatun Chasanah dan Lailatul Amanah (2013) adanya unsur pelayanan yang menunjukkan hasil yang paling rendah atau negatif yaitu dalam hal kecepatan pelayanan dengan skor 2,65 angka ini mendekati penilaian kinerja yang tidak baik. Sementara penelitian Luthfi Ferdinand Ahmad dan Ary Sutrischastini (2015) menyatakan kepuasan masyarakat berupa prosedur, pelayanan petugas dan kemampuan petugas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Sementara sarana prasarana dan persepsi masyarakat atas kenyamanan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan petugas.

Atas dasar masalah dalam pelayanan surat proposal bantuan Bupati pada Bagian Umum SETDA dan berdasarkan penelitian terdahulu tentang indeks kepuasan masyarakat, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pegawai (Study Pelayanan Surat Proposal Bantuan Bupati pada Bagian Umum SETDA) 

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks kepuasan masyarakat dari sisi pelayanan petugas terhadap kinerja pegawai Bagian Umum SETDA Kabupaten Jepara.

2. Untuk mengetahui pengaruh indeks kepuasan masyarakat dari sisi sistem dan prosedur terhadap kinerja pegawai Bagian Umum SETDA Kabupaten Jepara.

3. Untuk mengetahui pengaruh indeks kepuasan masyarakat dari sisi sarana dan prasarana terhadap kinerja pegawai Bagian Umum SETDA Kabupaten Jepara.

4. Untuk mengetahui pengaruh indeks kepuasan masyarakat dari sisi persepsi masyarakat terhadap sistem layanan terhadap kinerja pegawai Bagian Umum SETDA Kabupaten Jepara.
2. Karangka Pemikiran Teoritis Dan Rumusan Hipotesis

2.1. Pengaruh Pelayanan Petugas Terhadap Kinerja

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mepunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.(Widodo Joko, 2001). Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis dan memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Dahmiri (2014) pelayanan petugas berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Sementara penelitian Luthfi dan Ary (2015) menyatakan kepuasan masyarakat berupa pelayanan petugas berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pegawai. Pelayanan yang telah di tetapkan pemerintah menurut pandangan masyarakat sudah pada kategori kinerja yang baik. Tidak ada persyaratan yang memberat kan masyarakat karena syarat-syarat dalam mengajukan permohonan sudah terpampang di dekat loket pendaftaran dan di kantor kepala desa.

Hipotesis 1 : Diduga pelayanan Petugas berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

2.2. Pengaruh Sistem Dan Prosedur Terhadap Kinerja

Sistem dan Prosedur merupakan cara petugas memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat akan puas. Profesionalisme pemerintah sedang mengalami pemunduran. Saat ini lebih banyak pejabat politik dalam birokrasi, dan lingkungan kerja belum mendukung atau dapat dipercaya. Dengan demikian bidang pelayanan public masih perlu mendapat perhatian dan pembenahan secara sungguh-sunguh dalam berbagai sector yang menjadi pendukung terselenggaranya pelayanan publik yang efektif sehingga dapat menjawab tantangan yang ada yaitu memberikan pelayanan yang professional guna memenuhi tuntutan masyarakat Sumarto (2004).

Menurut Dahmiri (2014) pelayanan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pegawai. Sementara penelitian Luthfi dan Ary (2015) menyatakan kepuasan masyarakat berupa sistem dan prosedur berpengaruh negatif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Prosedur Pelayanan menurut penilaian masyarakat pada nilai C artinya pada kategori kurang baik. Masyarakat ada yang mengeluh bila ingin mendapatkan pelayanan pengaduan harus berbelit-belit dilempar kesana kesini. Prosedur pelayanan di Kecamatan di nyatakan kurang baik disebabkan karena beberapa hal, seperti: ukuran bagan alir pelayanan dianggap terlalu kecil dan kurang mudah dipahami, proses alir pelayanan terlalu panjang, dan dalam pelaksanaannya cenderung tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Hipotesis 2 : Diduga sistem dan prosedur berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

2.3. Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja

Sarana prasarana sangat penting bagi pelayanan agar masyarakat mendapatkan apa yang diharapkan. Sarana ini banyak berkaitan dengan teknologi dan peralatan yang dimiliki, sehingga akan dikatahui kepastian pelayanan dan biayanya, kenyamanan ruangan serta keamanan dalam mendapat pelayanan. Sarana adalah fasilitas untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas untuk memudahkan pekerjaan. Sarana merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Beberapa tujuan perencanaan fasilitas kerja; menunjang tujuan organisasi melalui peningkatan material handling dan penyimpangan; menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang dan energi secara efektif; mempermudah pemeliharaan; meningkatkan kepuasan, (Robbins. 2012).

Menurut Dahmiri (2014) Sarana dan Prasarana berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pegawai. Sementara penelitian Luthfi dan Ary (2015) menyatakan kepuasan masyarakat berupa Sarana dan Prasarana berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Seharusnya pemerintahl juga mengikuti modernisasi dengan menyediakan layanan on-line. Gangguan-gangguan yang terjadi pada pelayanan seharusnya minimal dilaporkan melalui media cetak tetapi sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, berarti tidak ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah.

Hipotesis 3 : Diduga Sarana dan Prasarana berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

2.4. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja

Persepsi masyarakat adalah bagaimana masyarakat memandang pelayanan pemerintahan terutama keadilan dalam memberikan bantuan dari Bupati, kesopanan sebagai nilai luhur yang dianut masyarakat dan kewajaran bila ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapat pelayanan. Bagi para penyelenggara pemerintah daerah yang berkehendak menyatukan tindakan dan kebijaksanaan dengan tatanan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat maka aparat birokrasi harus sensitif, responsif dan akuntabel. Sensitivitas dan responsifitas pada dasarnya merupakan perwujudan tanggung jawab publik dan pelayanan publik. Dengan demikian sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali luar (masyarakat) Moenir (2006).

Menurut Dahmiri (2014) persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Sementara penelitian Luthfi dan Ary (2015) menyatakan kepuasan masyarakat berupa persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Tanggung jawab petugas dengan pelayanan yang di beri kan bel um sepenuhnya bai k. Keterl am batan atau kelalaian dalam pelayanan yang sering terjadi bila dikonfirmasi mendapat jawaban yang memuaskan. Petugas memberikan penjelasan apabila apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hipotesis 4 : Diduga sistem dan prosedur berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (X) indeks kepuasan masyarakat dengan variabel dependen (Y) kinerja Pegawai. Pengaruh antara kedua variabel tersebut digambarkan pada gambar 1. berikut:

Gambar 1. 

Kerangka Penelitian












3. METODE PENELITIAN

3.1.  Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo: 2009). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang meminta bantuan di pemerintah Kabupaten Jepara dan mengirimkan surat melalui bagian umum SETDA Kab. Jepara. Dimana pada tahun 2016 berjumlah 9,873 orang.

3.1.2. Sampel

Mengenai besar kecilnya sampel atau bagian dari populasi yang diambil pada dasarnya tidak ada ketentuan yang pasti. Untuk menjaga agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang valid maka penulis menentukan besarnya sampel sebagaimana rumus Slovin (Umar, 2014)
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Dimana: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi

e = Nilai kritis yang diinginkan (presentasi kelonggaran ketidak pastian karena kesalahan pengambilan sampel populasi sebesar 10%).

Dan untuk mencari besarnya minimal dalam penelitian ini, maka data yang tersedia dapat dihitung dengan rumus:
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Berdasarkan hasil dari rumus diatas maka menggunakan sebanyak 98,99 sampel atau dibulatkan menjadi 99 orang yang mengajukan bantuan proposal di Pemkab Jepara. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem Stratified sampling yaitu sampel bertujuan secara subyektif (Agusty, 2014). Sampel dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabe 3.1. 

Data Populasi dan Sampel

	No
	Bentuk Bantuan
	Populasi
	Perhitungan
	Sampel
	%

	1
	Kesejahteraan Masyarakat
	4217
	99 x (4217/9873)
	42
	42.71

	2
	Bantuan Infrastuktur
	997
	99 x (997/9873)
	10
	10.10

	3
	Sarana Prasarana
	1976
	99 x (1976/9873)
	20
	20.01

	4
	Hibah
	2993
	99 x (2993/9873)
	27
	27.18

	Jumlah
	9873
	
	99
	99


Sumber: Data primer diolah, 2017
3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data

3.2.1.1. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data penilaian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini yang akan diambil antara lain meliputi identitas responden.

3.2.1.2. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer didapat dari pendapat responden mengenai pengaruh indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pegawai Bagian Umum SETDA Kabupaten Jepara. 

3.3. Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian

Data hasil penyebaran kuesioner datanya dimasukkan dalam program excel dan diolah dalam program SPSS untuk mengetahui deskripsi hasil penelitian. Data responden akan digambarkan mengenai jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan para pegawai di Bagian Umum SETDA Kabupaten Jepara. Data tersebuih diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan para pegawai sehingga dapat dikatahui pegawai secara jelas.
Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut dengan menggunakan paket program SPSS. Analisis data dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Linear Berganda, tetapi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah uji untuk mengukur indikasi ada tidaknya penyimpangan data melalui hasil distribusi, korelasi, variance indikator-indikator dari variabel. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji autokorelasi tidak digunakan karena data observasi tidak berurutan sepanjang waktu dan tidak terkait (longitudinal), Gujarati (2013).
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Pelayanan Petugas Terhadap Kinerja

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mepunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.(Widodo Joko, 2001). Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis dan memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Berdasarkan hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat di organisasi Kantor Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara dalam hal pelayanan petugas dijalankan dengan baik kepada warga yang meminta bantuan Bupati, maka bisa diartikan kinerja para pegawai juga semakin meningkat.. Hasil uji t juga menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara pelayanan petugas terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Dahmiri (2014) pelayanan petugas berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Sementara penelitian Luthfi dan Ary (2015) menyatakan kepuasan masyarakat berupa pelayanan petugas berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pegawai. Pelayanan yang telah di tetapkan pemerintah menurut pandangan masyarakat sudah pada kategori kinerja yang baik. Tidak ada persyaratan yang memberat kan masyarakat karena syarat-syarat dalam mengajukan permohonan sudah terpampang di dekat loket pendaftaran dan di kantor kepala desa.

4.2. Pengaruh Sistem dan Prosedur Terhadap Kinerja

Sistem dan Prosedur merupakan cara petugas memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat akan puas. Profesionalisme pemerintah sedang mengalami pemunduran. Saat ini lebih banyak pejabat politik dalam birokrasi, dan lingkungan kerja belum mendukung atau dapat dipercaya. Dengan demikian bidang pelayanan public masih perlu mendapat perhatian dan pembenahan secara sungguh-sunguh dalam berbagai sector yang menjadi pendukung terselenggaranya pelayanan publik yang efektif sehingga dapat menjawab tantangan yang ada yaitu memberikan pelayanan yang professional guna memenuhi tuntutan masyarakat Sumarto (2004). 

Berdasarkan hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa apabila didalam organisasi Kantor Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara operasional sistem dan prosedur dilaksanakan dengan baik, maka kinerja para pegawai juga semakin baik. Hasil uji t juga menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara operasional sistem dan prosedur terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Dahmiri (2014) pelayanan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pegawai. Sementara penelitian Luthfi dan Ary (2015) menyatakan kepuasan masyarakat berupa sistem dan prosedur berpengaruh negatif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Prosedur Pelayanan menurut penilaian masyarakat pada nilai C artinya pada kategori kurang baik. Masyarakat ada yang mengeluh bila ingin mendapatkan pelayanan pengaduan harus berbelit-belit dilempar kesana kesini. Prosedur pelayanan di Kecamatan di nyatakan kurang baik disebabkan karena beberapa hal, seperti: ukuran bagan alir pelayanan dianggap terlalu kecil dan kurang mudah dipahami, proses alir pelayanan terlalu panjang, dan dalam pelaksanaannya cenderung tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan

4.3. Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Kinerja

Sarana prasarana sangat penting bagi pelayanan agar masyarakat mendapatkan apa yang diharapkan. Sarana ini banyak berkaitan dengan teknologi dan peralatan yang dimiliki, sehingga akan dikatahui kepastian pelayanan dan biayanya, kenyamanan ruangan serta keamanan dalam mendapat pelayanan. Sarana adalah fasilitas untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas untuk memudahkan pekerjaan. Sarana merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Beberapa tujuan perencanaan fasilitas kerja; menunjang tujuan organisasi melalui peningkatan material handling dan penyimpangan; menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang dan energi secara efektif; mempermudah pemeliharaan; meningkatkan kepuasan, (Robbins. 2012). Deskripsi variabel dapat dijelaskan berdasarkan indikator

Berdasarkan hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat di organisasi Kantor Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara dalam hal sarana dan prasarana di Kantor Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara bila sudah lengkap dan baik, maka kinerja para pegawai juga semakin meningkat. Hasil uji t juga menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara sarana dan prasarana terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini sama dengan penelitan Dahmiri (2014) Sarana dan Prasarana berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pegawai. Sementara penelitian Luthfi dan Ary (2015) menyatakan kepuasan masyarakat berupa Sarana dan Prasarana berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Seharusnya pemerintahl juga mengikuti modernisasi dengan menyediakan layanan on-line. Gangguan-gangguan yang terjadi pada pelayanan seharusnya minimal dilaporkan melalui media cetak tetapi sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, berarti tidak ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah.

4.4. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja

Persepsi masyarakat adalah bagaimana masyarakat memandang pelayanan pemerintahan terutama keadilan dalam memberikan bantuan dari Bupati, kesopanan sebagai nilai luhur yang dianut masyarakat dan kewajaran bila ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapat pelayanan. Bagi para penyelenggara pemerintah daerah yang berkehendak menyatukan tindakan dan kebijaksanaan dengan tatanan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat maka aparat birokrasi harus sensitif, responsif dan akuntabel. Sensitivitas dan responsifitas pada dasarnya merupakan perwujudan tanggung jawab publik dan pelayanan publik. Dengan demikian sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali luar (masyarakat) Moenir (2006).

Berdasarkan hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat berupa persepsi masyarakat merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jadi apabila persepsi masyarakat dalam meminta bantuan kepada Bupati berjalan baik, maka bisa diartikan kinerja para pegawai juga semakin meningkat. Hasil uji t juga menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara persepsi masyarakat terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara. 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitan Dahmiri (2014) persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Sementara penelitian Luthfi dan Ary (2015) menyatakan kepuasan masyarakat berupa persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan pegawai. Tanggung jawab petugas dengan pelayanan yang di beri kan bel um sepenuhnya bai k. Keterl am batan atau kelalaian dalam pelayanan yang sering terjadi bila dikonfirmasi mendapat jawaban yang memuaskan. Petugas memberikan penjelasan apabila apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis data dan keterangan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sehingga penelitian ini dapat disimpulkan.

1. Indeks kepuasan masyarakat berupa persepsi masyarakat merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jadi apabila persepsi masyarakat dalam meminta bantuan kepada Bupati berjalan baik, maka bisa diartikan kinerja para pegawai juga semakin meningkat. Hasil uji t juga menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara persepsi masyarakat terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara. 

2. Indeks kepuasan masyarakat di organisasi Kantor Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara dalam hal pelayanan petugas dijalankan dengan baik kepada warga yang meminta bantuan Bupati, maka bisa diartikan kinerja para pegawai juga semakin meningkat.. Hasil uji t juga menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara pelayanan petugas terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.

3. Bahwa apabila didalam organisasi Kantor Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara operasional sistem dan prosedur dilaksanakan dengan baik, maka kinerja para pegawai juga semakin baik. Hasil uji t juga menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara operasional sistem dan prosedur terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara. 

4. Indeks kepuasan masyarakat di organisasi Kantor Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara dalam hal sarana dan prasarana di Kantor Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara bila sudah lengkap dan baik, maka kinerja para pegawai juga semakin meningkat. Hasil uji t juga menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara sarana dan prasarana terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.

5.2. Saran

Berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara adalah variable indeks kepuasan masyarakat, maka dapat disarankan untuk meningkatkan kinerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara yaitu:

1. Tahapan pelayanan bagian umun SETDA yang diberikan kepada masyarakat agar lebih disederhanakan dan dipermudah. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sebaiknya sesuai dengan jenis pelayanannya. Petugas yang memberikan pelayanan sebaiknya selalu ada dan memberikan kepastian kepada warga.

2. Petugas hendaknya bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan sebaiknya memberikan kejelasan wewenang dan selalu bertanggungjawab. Petugas dalam memberikan atau menyelesaiakan pelayanan kepada masyarakat agar meningkatkan keahlian dan ketrampilan. Target waktu pelayanan agar dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
3. Bagian umum SETDA agar menjelaskan kesesuaian antara biaya pajak hasil bantuan yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Pelaksanaan waktu pelayanan agar disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan di bagian umum SETDA bersih sebaiknya dibuat rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepeda penerima pelayanan. Sebaiknya ada keterterjaminan tingkat keamanan lingkungan unit pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

4. Pelaksanaan pelayanan di bagian umum SETDA agar tidak membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sudah cukup sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati agar dipertahankan. Masyarakat agar diberikan informasi yang cukup, sehingga dapat menjangkau unit pelayanan untuk mendapatkan bantuan.
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